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KATA PENGANTAR

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi
unftuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, serta berhak untuk
mencari, memperoleh, memilikii dan menyimpan Informasi  dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia karena hak untuk memperoleh
Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari

kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang MNomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan salah satu produk
regulasi dari paradigma baru arus informasi yang begitu deras saat ini yang
mengusung prinsip fransparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa
dan bernegara yang demokrafis, transparan, dan akuntabel. Undang-undang ini
mensyaratkan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) di setiap badan publik di Indonesia.

Dalam mengimplementasikan UL Nomor 14 Tahun 2008 tersebut, Balai
Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang pada tahun 2025
melakukan pelayanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elekironik
dan non-elekironik (permohonan). Laporan ini memuat tentang monitoring dan
evaluasi penyelenggaraan pelayanan informasi publik tahun 2025 di Lingkungan
BPSPL Padang.

g, 31 Desember 2025
Balai Pengelolaan Sumber Daya
art Laut Padang
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BAB 1. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

.1. Gambaran Umum

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik mewajibkan setiap badan publik untuk memberikan akses informasi yang
luas kepada masyarakat. Regulasi ini mendorong badan publik untuk mengatur

dan memperjelas kebijakan terkait layanan informasi publik secara sistematis.

Layanan informasi publik yang berkualitas merupakan salah satu elemen
penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) yang diwujudkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengelolaan
Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Tahun 2025 adalah Kepala
BPSPL Padang yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan (MKP) Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi serta Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. Dalam
membantu tugas PPID, Kepala BPSPL Padang mengeluarkan Surat Tugas
Nomor B.242/BPSPL.1/KP.440/1/2025 tanggal 31 Januari 2025 untuk penugasan
Petugas Pelayanan Informasi Publik (PPIP) di lingkungan BPSPL Padang.

Selain Peraturan MKP Nomor 36 Tahun 2019, Surat Penugasan PPID
BPSPL Padang didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 42 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi

Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
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Keempat regulasi yang disebutkan di atas merupakan payung hukum bagi

PPID untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik (KIP) di BPSPL

Padang dan secara luas mendorong perwujudan tujuan UU KIP sebagaimana
diatur dalam Pasal 3 UU KIP.

Pada tataran implementasi, PPID BPSPL Padang berusaha meningkatkan
layanan informasi publik yang berada pada penguasaan secara cepat dan tepat
waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik. Kemudian, pada 25
September 2024, Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Keputusan
Nomor 71 tahun 2024 tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029. Maka dari
itu, terdapat perubahan payung hukum dalam pelaksanaan keterbukaan
informasi publik di BPSPL Padang pada tahun 2025.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik
secara cepat, efisien, dan efektif. PPID BPSPL Padang memanfaatkan sistem
layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-
elektronik berupa pengembangan website pada laman

https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-sd-pesisir-laut-padang/ serta media

sosial instagram (@bpspl.padang), Facebook Page (BPSPL Padang), X
(@bpsplpadang) dan Youtube (BPSPL Padang). Melalui sarana tersebut
diharapkan memudahkan masyarakat mengetahui informasi yang berada pada

penguasaan PPID BPSPL Padang setiap saat.

Sarana tersebut juga memudahkan publik mengakses informasi yang
dikuasai BPSPL Padang sesuai kebutuhan masyarakat. Apabila publik tidak
memperoleh informasi yang dibutuhkan pada sarana dimaksud, maka dapat
mengajukan permohonan informasi publik melalui dua cara yaitu pertama,
mengajukan surat secara langsung (datang ke Kantor BPSPL Padang). Kedua,
dengan mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia pada laman

ppid.kkp.go.id.
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Sebagai bentuk pemantauan atas pelaksanaan fungsi dan tugas PPID
BPSPL Padang, maka PPID BPSPL Padang menyusun Laporan Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan KIP. Dengan adanya laporan ini, diharapkan menjadi
bahan evaluasi pelaksanaan KIP oleh PPID BPSPL Padang dalam memberikan

layanan informasi publik kepada masyarakat.

l.2. Kebijakan Layanan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon
Informasi Publik, PPID BPSPL Padang berpedoman pada UU KIP, PP Nomor 61
Tahun 2010, Peraturan MKP Nomor 42 Tahun 2023. Regulasi tersebut telah
mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui
mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan
Pasal 22 UU KIP.

Berdasarkan Pasal 22, 35, 36 UU KIP bahwa mekanisme memperoleh
informasi adalah sebagai berikut:
1. Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan Informasi Publik

kepada Badan Publik secara tertulis atau tidak tertulis;

2. Badan Publik wajib mencatat, memberikan tanda bukti permintaan, dan wajib
memberikan jawaban paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya
permintaan serta dapat memperpanjang paling lambat 7 hari kerja dengan

memberikan alasan tertulis;

3. setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis
kepada atasan PPID dengan menyertakan alasan dalam jangka waktu paling

lambat 30 hari kerja;

4. dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan
secara tertulis, Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang

diajukan Pemohon Informasi Publik.
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Dalam penyelenggaraan layan informasi publik, Kementerian Kelautan dan
Perikanan mengeluarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71
Tahun 2024 tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029. Panduan dimaksud
diharapkan menjadi pedoman untuk layanan informasi publik secara transparan,
optimal, efektif, efisien dan akuntabel. Adapun arah kebijakan Layanan Informasi
Publik Kementerian Tahun 2024 meliputi:
1. peningkatan infrastruktur dan sistem Informasi;
optimalisasi penggunaan teknologi Informasi dan komunikasi;
integrasi pengelolaan data dan Informasi;

internalisasi kebijakan pengelolaan Informasi Publik;

o > 0N

peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola
Informasi Publik; dan

6. penyediaan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik.

Dalam upaya memastikan bahwa Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik
ini dijalankan secara efektif, dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh PPID

Kementerian paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Menjadi sebuah kewajiban bagi PPID BPSPL Padang untuk mentaati dan
melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan semua
konsekuensi. UU KIP telah menekankan bahwa setiap informasi publik harus
diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Prinsip
tersebut menjadi tantangan bagi PPID BPSPL Padang untuk memberikan

layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam memberikan layanan informasi
secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana, PPID BPSPL
Padang memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik
sehingga masyarakat dapat secara cepat memperoleh informasi publik sesuai

dengan kebutuhannya.
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1.3. Struktur PPID BPSPL Padang

Dalam strukturnya, Atasan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID) dijabat oleh Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, sedangkan PPID dijabat oleh Kepala
BPSPL Padang.

ATASAN PPID
Dirjen PKRL

A

e/

PPID
Kepala BPSPL Padang

,
Sekretaris PPID
Kasubbag Umum

\ 4

Koordinator Bidang Data
dan Informasi

Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas
Bidang Bidang Data Bidang Data Bidang Data Bidang Data Blc'lang
dan dan Monitoring
Penyusun dan . dan . .
. Informasi . Informasi dan Evaluasi
Daftar Informasi : Informasi
. Perlindungan Pelayanan Pelayanan
Informasi Dukungan Pemberdayaan :
Publik Manaiermen dan Masvarakat Pemanfaatan Informasi
J Pelestarian y Ruang Laut Publik

Gambar 1 — Kelembagaan PPID BPSPL Padang

Dalam struktur PPID BPSPL Padang, PPID memiliki sekretariat yaitu Kepala
Subbagian Umum BPSPL Padang. Dalam pelaksanaan tugasnya PPID dibantu
oleh anggota yang terdiri atas 6 (enam) bidang yaitu:

1. Anggota Bidang Penyusun Daftar Informasi Publik (DIP);
2. Anggota Bidang Data dan Informasi Dukungan Manajemen;

3. Anggota Bidang Data dan Informasi Perlindungan dan Pelestarian;
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4. Anggota Bidang Data dan Informasi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Anggota Bidang Data dan Informasi Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut;
dan

6. Anggota Bidang Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik.

l.4. Tugas dan Wewenang PPID BPSPL Padang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun
2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPID UPT mempunyai tugas dan

wewenang sebagai berikut:

1. melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan
atasan PPID Pelaksana;

2. menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik
dengan dukungan anggaran yang memadai;

3. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan
kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi
Publik;

4. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan
tugas PPID Pelaksana;

5. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;

6. mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;

7. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi
Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP;

8. mengoordinasikan;

a. pengumpulan seluruh Informasi Publik;

b. pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan
efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan

c. pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar

berjalan dengan baik
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9. membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan
kewenangannya;

10.menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk
dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon |;

11.membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap
Informasi yang dikecualikan;

12. melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon |

13.membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi
Publik;

14. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah
diakses oleh publik;

15.menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi
Publik;

16. memenuhi Permintaan Infromasi Publik dari PPID Kementerian;

17.melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan
Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;

18. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis
Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Eselon | kepada
PPID UPT dan PPID LPMUKP;

19. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;

20.memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal
Permintaan Informasi Publik ditolak;

21.melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang
Dikecualikan dan memberikan alasannya;

22.menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi
Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; dan

23.menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.
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BAB II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

II. 1. Gambaran Umum

Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan jaminan kepada setiap
orang untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi publik. Sebagai bentuk
jaminan atas informasi publik tersebut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor
61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP Nomor 61 Tahun
2010), dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Nomor 42 Tahun
23 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengatur secara teknis mekanisme

memperoleh informasi publik.

Pengaturan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut merupakan
hal yang wajar di negara yang berlandaskan hukum (rechstaat). Hal ini bertujuan
agar pemerolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik,
begitu juga dengan badan publik sebagai penyedia informasi publik untuk
mengelola informasi publik yang dikuasai dapat terdokumentasi dengan baik

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik
berdasarkan regulasi yang disebutkan di atas yaitu, melalui akses pada sarana
elektronik dan non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan

melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik.

PPID BPSPL Padang memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui
sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik melalui pengembangan

website https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-sd-pesisir-laut-padang/ dan

media sosial instagram (@bpspl.padang), Facebook Page (BPSPL Padang), X
(@bpsplpadang), dan Youtube (BPSPL Padang). Melalui sarana tersebut dapat
memudahkan masyarakat mengetahui informasi yang berada pada penguasaan

PPID BPSPL Padang dan dapat mengaksesnya setiap saat.
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Berdasarkan hal di atas, maka setiap orang dapat mengakses dan memohon
informasi publik sesuai kebutuhan dengan berlandaskan UU KIP. BPSPL
Padang sebagai salah satu badan publik yang wajib tunduk pada UU KIP
diwajibkan untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi
publik yang berada pada penguasaannya. Adanya kewajiban tersebut, BPSPL
Padang berusaha meningkatkan pelayanan informasi publik dengan tujuan agar
publik dapat meminta dan mengakses informasi publik secara cepat, tepat, dan

sederhana.

Daftar Informasi Publik di lingkup BPSPL Padang mengacu pada Daftar
Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh PPID Unit Organisasi Eselon | atau
PPID Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Daftar
Informasi Publik ini disusun berdasarkan Keputusan PPID KKP Nomor 1/PPID-
KKP/III/2024 tentang Klasifikasi
lingkungan KKP, Keputusan PPID Direktorat Jenderal Pengelolaan

Informasi Publik yang Dikecualikan di
Kelautan
Nomor 1 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik Direktorat Jenderal

Pengelolaan Kelautan Tahun 2025.

Daftar Informasi Publik

Satker Yang
Menguasal
Infarmagi

Penanggung Jowat:
pembuatan Penerbitan
informasi

Jangia Waiktu
Penyimpanan Atau
Retensi Arzip

‘Waktu dan Tempat

Mo Judul Informasi Ringkazan sl Informasi Pembuatan Action

Rencana Strategis Rencana Strategis BPSPL Padang Dirgktur Jendsral

Pengelolaan Kelautan
dan Ruang Laut

Sebelum dan 5 tahun setsloh menjad
sepanjang tahun arsip
2024, Jakarta

2 Refieksi dan Outlook Refieksi dan Qutiook 8PSPL Padang Direktur Jenderal Sebelum dan 5 tahun setsloh menjad
Pengelolaan Kelautan sepanjang tanun arsip
dan Ruang Laut 2024, Jakarta
3 informasi Layanan Publik Informasi Layanan Publik 8PSPL Padang Direktur Jenderal Sebelum dan 5 tahun setsioh menjad
Pengsloloon Kelauwton  sepanjang tahun arsip
dan Ruang Laut 2024, Jakarta
4 SOF Pelayanan Publik di Lingkup  SOP Pelayanan Publicdi Llingkup  BPSPL Padang Direktur Jenderal Sebelum dan 5 tahun setsioh menjad
EPSPL Padang EPSPLPodang Pengeloloan Kslauwton  sepanjang tahun arsip

dan Ruang Laut 2024, Jakarta

Indeks Kepuosan Masyarakat
(1)

Laporan Kinerja

Informazi Tentang
Program/Kegiatan yang
Dijalankan

Informazi Tentang Tata Cara
Pengaduan Penyalahgunaan
Wewenang Atau Pelanggaran
fang Dilokukan Baik Oleh
Pejabat Badan Publik Maupun
Pihak Yang Mendopatkan 1zin
Atou Perjanjian Kerja Dari Bodan
Publik Yang Bersangkutan

Informasi Tentang Pengumuman

Pengadaan Barang Dan Josa

Perjanjian Kerjo Sama dengan
Stakeholder Lain

Indeks Kepuasan Masyarakat
(1)

Laporan Kinerjo

Informasi Tentang
Program/Kegiatan yang
Digalanikan

Informasi Tentang Tata Cara
Pengaduan Penyalahgunaan
Wewenang Atou Pelanggaran
‘tang Dilakukan Baik Sieh
Pejabat Badan Public Maupun
Pinak yang mendapatkan in
Atnu Perjanjian Kerja Dori Badan
Publik Yang Barsangkutan

Infarmasi Tentang Pengumuman

Pengadoan Barang Dan Jasa

Perjanjion Kerja Sama dengan
Stakehalder Lain

BPSPL Padang

BPSPL Padang

8PSPL Padang

8PSPL Padang

BPSPL Padang

8PSPL Padang

Diregtur Jenderal
Pengelolaan Kelautan
dan Ruang Laut

Diregtur Jenderal
Pengsiolaan Kelautan
dan Ruang Laut

Dirsktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan
dan Ruang Laut

Dirsktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan
dan Ruang Laut

Diregtur Jenderal
Pengelolaan Kelautan
dan Ruang Laut

Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan
dan Ruang Laut

Sabelum dan 5 rahun =etaelah menjad
sepanjang tahun arsip
2024, Jakarta

Sebelum dan 5 rahun =etaelah meanjad
sepanjang tahun arsip

2024, Jakarta
Sebalum dan 5 tahun setsioh menjad
sepanjang tahun arsip

2024, Jakarta
Sebalum dan 5 tahun satsioh menjad
sepanjang tahun arsip

2024, Jakarta

Sabelum dan 5 rahun =etaelah menjad
sepanjang tahun arsip

2024, Jakarta
Sebelum dan 5 tahun setsloh menjad
sepanjang tahun arsip

2024, Jakarta
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Daftar Informasi Publik

nformaos

Judul Infarmas|

Informasi Penanganan
Mamalia Terdampar

Infarmasi kejodion Tumpahan
Minyak (il Spill) di Wilker
EBFSFL Padang

Data dan Peta Sebaran
Kawasan Konservasi Dosrah
willker BPSPL Padang

Data dan Peta Sebaran
Mammal Stranding Wilker
BPSPL Padang

Data dan Peta Sebaran
Bantuan Perarintah Wilker
BPSPL Padang

Data dan Peta Sebaran
Potensi 20 Jenis lkan
Dilinclungi Wilker BPSPL
Pagang

Penerimoan Negara Bukan
Pajak (PNEF) BPSPL Padang

Data Frofil Kelompoic

o]

Ringeosan =i Informasi

Iinformasi Penanganan
Mamalia Terdampar

Informasi Kejadion Tumpahan
Minyak [Qil Spill) di Wiker
BPSPL Padang

Data don Peta Seboran
Kawasan Konservasi Daerah
wilker BFSPL Padang

Dota don Peta Seboran
Mammal Stranding Wilker
BPSPL Padang

Data dan Peta Sebaran
Bantuan Pemerintah Wilker
BPSPL Padang

Data dan Peta Sebaran
Patensi 20 Jenis fkan
Dilindungi wilker BPSPL
Padang

Penerimaan Negara Gukan
Pajak (PMEP) BPSPL Padang

Data Profil Kelompok

Pembangunan Zona
Inteqritas Menuju WEK WEEM

Manajernen Resiko

Daftar Informasi Publik

Informast

Judul Informasi

Daftar sion Peloksanoon
Anggaran

Laparan Layanan
Keterbukoan Informasi Publik

Dattar informos! Publi

Data Informasi Pengaduan
Masyarakat dan LHP atas

ag

Pembangunan Zona
INt2gritas Menuju WEK WEEM

Manajemen Resiko

(o}

Ringkosan =i Informasi

Daftar Igian Pelaksanaan
Anggaran

Laporan Layanan
keterbukoan Informos] Public

Daftar Intormasi Pubilik

Data Informasi Pengaduan
Masyarakat dan UHP atos

Laporan danfotou infografis
Pedakeanaan Kegiatan di
Wilker BPSPL Podang
Dokurmen Pengadaan Barang

don Jasa (PJ)

Ringkazan Laporan Aksss
infarmasi Pubilik

Agenda Kerja Pimpinan

Tindak lanjut pelaporan
pengaduan

Infarmasi pelaksanaan
kegiotan harian

Pengad
Laporan danfatau Infografis
Peloksanaan Kegiatan di
Wilker BPSPL Padang
Dokurnen Pengadaan Barang

dan Jasa (FRJ)

Ringkasan Laparan Akses
informiosi Public

Agenda Kerja Pimpinan

Tindok lanjut pelaparan
pengaduan

informasi pelaksanaan
kegiatan harian

Satker Yang
nMenguasai Informasi

EPSPLPodang

EPSPLPodang

EPSPLPodang

EPSPLPodang

EPSPLPodang

EPSPLPodang

EPSPLPodang

EPSPLPodang

EPSPLPodang

EPSPLPodang

Satker Yang
Menguasai informasi

EBPSPL Podang

BPSPLPodang

EBPSPL Podang

BPSPLPodang

BPSPLPodang

BPSPLPodang

BPSPLPodang

EPSPLPodang

EBPSPLPodang

EBPSPLPodang

Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan
dan Ruang Laut

Direktur Jenderal
Pengeiclaan Kelautan
dan Ruang Laut

Direictur Jenderal
Pengelolaan Kelautan
dan Ruang Laut

Direictur Jenderal
Pengelolaan Kelautan
dan Ruang Laut

Direktur Jenderal
Pengalolaan Kelautan
dan Ruang Laut

Direktur Jenderal
Pangelclaan Kelautan
dan Ruang Laut

Direictur Jenderal
Pengelolaan Kelautan
dan Ruang Laut

Direictur Jenderal
Pengelolaan Kelautan
dan Ruang Laut

Direktur Jenderal
Pengelciaan Kelautan
dan Ruang Laut

Direktur Jenderal
Pengaiolaan Kelautan
dan Ruang Laut

Dirsktur Jendaral
Pengelokaan Kelautan
dan Ruang Laut

Direktur Jenderal
Pengeickaan Kelautan
dan Ruang Laut

Dirsktur Jendaral
Pengelokaan Kelautan
dan Ruang Laut

Dirsktur Jenderal
Pengeiolaan Kelautan
dan Ruang Laut

Dirsktur Jenderal
Pengsiolaan Kelautan
dan Ruang Laut

Dirsktur Jenderal
Pengeiolaan Keloutan
dan Ruang Laut

Dirsktur Jenderal
Pengeiolaan Kelautan
dan Ruang Laut

Dirsktur Jenderal
Pengsiolaan Kelautan
dan Ruang Laut

Dirsktur Jenderal
Pengsiolaan Kelautan
dan Ruang Laut

Direktur Janderal
Pengsiolaan Kelautan
dan Ruang Laut
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Waktu dan Tempat
Pambuatan

‘Sebedum dan
sepanjang tahun
2024, Jakarta.

Sebelum dan
sepanjang tahun
2024, Jakarta.

Sebelum dan
sepanjang tahun
2024, Jokarta.

Sebelum dan
sepanjang tahun
2024, Jokarta.

Sebelum dan
sepanjang tahun
2024, Jokarta.

Sebelum dan
sepanjong tahun
2024, Jokarta

Sebelum dan
sepanjang tahun
2024, Jokarta.

Sebelum dan
sepanjang tahun
2024, Jokarta.

Sebelum dan
sepanjong tahun
2024, Jokarta

Sebelum dan
sepanjang tahun
2024, Jokarta.

Waktu dan Tempat
Pambuatan

‘Sapslum dan
sepanjang tahun
2024, Jakarta,

Sebelum dan
sepanjang tahun
2024, Jokarta

‘Sapslum dan
sepanjang tahun
2024, Jakarta,

Sebelum dan
sepanjang tahun
2024, Jakarta.

Sebelum dan
sepanjang tahun
2024, Jakarta.

Sebetum dan
sepanjang tahun
2024, Jakarta.

Sebetum dan
sepanjang tahun
2024, Jakarta,

Sebelum dan
sepanjang tahun
2024, Jakarta.

Sebelum dan
sepanjang tahun
2024, Jakarta,

Sebalum dan
separjang tahun
2024, Jakarta.

Janglka waktu
Penyimpanan Atau
Rmetensi arsip

Stanun satekah menjodi
arsip

5 tahun setelah mengodi
arsip

5 tahun setelah mengodi
arsip

5 tahun setelgh menjodi
arzip

5 tahun setelah menjadi
arsip

5 tahun setelah mengadi
arsip

5 tahun setelah mengodi
arsip

5 tahun setelgh menjodi
arzip

5 tahun setelah mengadi
arsip

5 tahun setelah menjadi
arzip

Jangka Waktu
Penyimpanan Atau
Retensi Arsip

5 tahun ssteloh menjadi

arsip

5 tahun setelah menjadi
arsip

5 tahun ssteloh menjadi
arsip

5 tahun setelah menjadi
arsip

5 tahun ssteioh menjadi
arsip

5 tahun sstelah menjadi
arsip

5 tahun s=teioh menjadi
arsip

5 tahun setelah menjadi
arsip

5 tahun ssteloh menjadi
arsip

5 tahun setelah menjadi
arsip

Action

O 00 00O0O0OCO0OO0OO0O:



Daftar Informasi Publik

Judul Informasi

Informasi Sampah Laut

Data jumiah SIPJL SaJ, dan Rekomeandasi
yang sudah terbit

Data tatal jumiah, jenis, dan berat kan
yang telah diperdagangican melalui 5441
don Rekamendas

Data daerah tujuan pengiriman produk
flean redalul SAJI dan Rekomendas

Jumiah Kuota
Pengambilan/Penangkapan Nasianal

Jumiah Kuota
Pengambilon/Penangkapan Terealkasi

Informasi dan psta sesaron mamalia
terdampar

Data rekapitulasi penanganan mamalia
terdampar

Data hasil menitoring jenis ikan yang
dilindungi dan/atau terancam punah

Data hosil surved identifikasi potensi jenis
ikan yang dilindungi dan/atau terancam
punah

Daftar Informasi Publik

Ringkosan isi Infarmasi

Informasi Sampah Laut

Data jurmiah SIPJL SAJ1, dan Rekomendasi
yang sudah terbit

Data total jumiah, jenis, dan berat ikan
yang telah diperdagangkan melalui 54
dan Rekomendasi

Data doerah tujuan pengiriman produk
ikan melakl SAJ dan Rekomendas)

Jurniah Kuata
Pengambilan/Penangkapan Nasional

Jumiah Kuota
Pangambilan/Penangkapan Terealisasi

Iinformasi don peta sebaran mamalia
terdarnpar

Data rekopitulasi penanganan mamalia
terdampar

Data haszil monitoding jenis ikan yang
dilindungi dan/atau terancam punah

Data hasil survel identifikasi potensi jenis
ikan yang diindungi dan/atou terancam
punah

satker ¥ang

No Judul Informasi

Data hosil pendataan
populasi jenis ikan yang
dilindungi dan/atau
terancam punah

-] Data hosil sosiolisasi jenis
ikan yang dilindungi
danatau jenis kan yang
dilingungi

a Informasi tentang kerusakan
karang

Ringkosan lsi Informasi

Data hasil pendataan
populasi jenis ikan yang
dilindungi dan/atau
terancam punah

Data hasil sosialisasi jenis
ikan yang diindungi
danjatau jenis kan yang
dilindung

Informasi tentang kerusakan
karang

Menguasai Infarmasi

PSP Podang

BPSPL Podang

BPSPL Padang

Penanggung
satker Yang Jawab pembuatan Waktu dan
Menguasai Penerbitan Tempat
Informasi Informasi Pembuatan
EPSPL Padang Direktur Jenderal sebelum dan

Pengelalaan
Kedautan dan

sepanjang tahun
2024, Jakarta.

Ruang Lout

BPSPL Padang

Diraktur Jandesal

Sabalum dan

Pengelolaan sepanjang tahun
Kedgutan dan 2024, Jokarta.
Ruang Lout

EPSPL Podang Direktur Jenderal Sebelum dan
Pengelalaan sepanjang tahun
Kedautan dan 2024, Jakarta.
Ruang Lout

EBFSFL Podang Direktur Jenderal Sebelum dan
Pengalolaan sepanjang tahun
Kelautan dan 2024, Jakarta.
Ruang Lout

iPSPL Podang Direktur Jenderal Sebalum dan
Pengelolaan sepanjang tahun
Kedautan dan 2024, Jakarta,
Ruang Lout

BPSPL Padang Direkctur Jenderal Sebelum dan
Pengelolaan sepanjang tanun
Kedautan dan 2024, Jakarta.
Ruang Laut

APSPL Podang Diraektur Jandesal Sabalum dan
Pengelalaan sepanjang tahun
Kedouran dan 2024, Jokara.
Ruang Lout

EPSPL Podang Direktur Jenderal Sebelum dan
Pengelolaan sepanjang tahun
Kedautan dan 2024, Jakarta.
Ruang Laut

APSPL Podang Diraektur Jandesal Sabalum dan
Pengelalaan sepanjang tahun
Kedouran dan 2024, Jokara.
Ruang Lout

EPSPL Podang Direktur Jenderal Sebelum dan

Pengelolaan
Kelautan dan

Ruang Lout

Penanggung Jawab
pemibuatan Penarbitan
Informosi

Direktur Jenderal
Pengelniaan Kelautan
dan Ruang Laut

Direitur Jenderal
Pengeloiaan Kelautan
dan Ruang Laut

Diritur Jenderal
Pengeioiaan Kelautan
dan Ruang Laut

Jangka Waktu
Penyimpanan Atou
Retensi Arsip

5 tahun setsiah
menjadi arsip

5 ranun setslah
menjadi arsip

5 tahun setsiah
menjadi arsip

5 tahun setsiah
menjadi areip

5 tahun setsiah
menjadi arsip

5 tahun setelah
menjadi arsip

5 ranun setalah
menjadi arsip

% tahun setsiah
menjadi arsip

5 ranun setalah
menjadi arsip

5 tahun setelah

sepanjang tanun  menjadi arsip
2024, Jakarta.
Jangka Waktu

Waktu dan Tempat
Pembuatan

Sabslum dan
sepanjang tahun
2024, Jakarta

arsip

Sebelum dan
sepanjang tahun
2024, Jakarta.

arsip

sebetum dan
sepanjang tanun
2024, Jakarta.

arsip

Gambar 2 — Daftar Informasi Publik BPSPL Padang

Penyimpanan Atau
Eetensi Arsip

5 tahun setslon menjad

5 tahun seteloh menjad)

5 tahun setelah menjad)

O 0 0 0 0 0 0 0 0 0O

Action

Il. 2. Rincian Pelaksanaan Informasi Publik

Bentuk layanan informasi publik oleh BPSPL Padang dilakukan melalui 2
(dua) cara yaitu Layanan Informasi Publik melalui Media Informasi Elektronik dan
non-elektronik serta Layanan Informasi Publik melalui Permohonan. Adapun
standar pelayanan yang digunakan BPSPL Padang mengacu pada Keputusan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan

LAPORAN MONEV KIP TAHUN 2025 - 11
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Perikanan Nomor 3/PPID-KKP/11/2025 tentang Standar Pelayanan Informasi
Publik.

Il. 2.1. Layanan Informasi Publik melalui Media Informasi Elektronik dan
non-elektronik

1. Publikasi Informasi Publik melalui website BPSPL Padang

Pasca kebijakan perubahan website di lingkungan Kementerian Kelautan
dan Perikanan, BPSPL Padang telah menggunakan website pada laman

https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-sd-pesisir-laut-padang/ untuk

meneruskan beberapa informasi yang dapat diakses 24 jam oleh siapapun dan
kapanpun. Pada tahun ini juga secara bertahap petugas PPIP BPSPL Padang
kembali membangun dan mensupply informasi dari awal dengan harapan
informasi tersedia di website cukup dan layak kepada publik. Tak hanya
informasi yang bersifat tetap, tetapi juga pemberitaan beberapa kegiatan-
kegiatan yang telah dilakukan BPSPL Padang.

€ > C % ppidkkp.goid/upt/balai-pengelolaan-sd-pesisir-laut-padang/ Qa ¢ O & =@ :

>

),/ PPIDBALAIPENGELOLAAN SD PESISIR
) / k%P &LAUTPADANG

Profil PPID Regulasi Standar Layanan  Layanan Informasi

i Serta Merta

Informasi Publik yang wajib
disediakan dan

Informasi Publik yang waijib
disediakan dan
diumumkan secara berkala diumumkan secara Serta

Merta

Informasi Setiap Saat
Informasi Publik yang wajib
disediakan dan
diumumkan secara Setiap
saat

Informasi
Dikecualikan
pengecualian Informasi
harus didasarkan pada
pengujian konsekuensi

&

Informasi Keuangan
dan Pengadaan
Barang/Jasa
Kumpulan Laporan dan
Regulasi yang tersedia
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https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-sd-pesisir-laut-padang/

X 25 ppid.kkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-sd-pesisir-laut-padang/news/ a & [n} L = @Q
randa [ Artikel
W gl | s Rabu, 19 November 2025 R Selasa, 07 Oktober 2025
—E Perkuat Penataan Ruang Laut Berbasis et BPSPL Padang menginisiasi
Karbon Biru, BPSPL Padang Dampingi Pembahasan Lintas
Kunjungan Kerja di Bintan Instansi/Stakeholder
-
Rabu, 24 September 2025 Rabu, 10 September 2025
Terus Tingkatkan Kualitas Pelayanan Tugas, Fungsi, Visi dan Misi BPSPL
Publik, BPSPL Padang laksanakan Forum Padang
Konsultasi Publik
Senin, 01 September 2025 Minggu, 31 Agustus 2025
BPSPL Padang Kerja Maksimal Tanpa Ti y
Konflik Kepentingan BPSPL Padang Gelar Sosialiasi
Perlindungan Penyu
PERKUAT KOOROINASI Kamis, 28 Agustus 2025 Kamis, 21 Agustus 2025
ANTAR STAKEROLDER ens " .
| e Perkuat Koordinasi Antar Stakeholder Perkuat Sinergi Pengelolaan Kelautan
= “  Melalui Forum Komunikasi Pimpinan dan Penataan Ruang Laut di Sumatra
N Daerah (Forkopimda) Selatan, BPSPL Padang Lakukan
@ @ Koordinasi Lintas Instansi Terkait
<« C % ppid.kkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-sd-pesisir-laut-padang/ Q W o} S = o H

- 2/ PPID BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR
O, kir &LAUT PADANG

Profil PPID Regulasi Standar Layanan  Layanan Informasi

Informasi Lainnya —

Agenda Pengumuman
bpsplpadang
BPSPL Padang
4 Okt. 2025 22 Des. 2025 Y 4 foll
EBETE _ e @ 4 followe
— Inisiasi Pembahasan § -i° 4 DataTerpilah Gender S o
. Llintas.. #o 4=l 2026 a
uuiiee da® | B Lt
24 5ep. 2025 17 Nov, 2025

s
., Tingkatkan Kualitas
= Pelayanan Publik, BPSPL...

Tindak Lanjut Laporan

0,QL‘| Pengaduan Masyarakat...

3 31Agu 2025 T——
T AT e

Tingkatkan Kesadaran s

s 1§
o ... Masyarakat, BPSPL... %“é
SETETS : 4

Agenda Lainnya —

13 Okt. 2025

Indeks Kepuasan
Masyarakat Triwulan lil...

&)

Pengumuman Lainnya -

Gambar 3 — Platform Website

2. Publikasi Informasi Publik melalui Media Sosial BPSPL Padang

Dengan adanya kebijakan website KKP hanya sampai Eselon |, BPSPL
Padang mencoba memaksimalkan publikasi melalui media sosial pada platform
(@bpspl.padang), (BPSPL Padang), X
(@bpsplpadang), dan Youtube BPSPL Padang). Melalui sarana tersebut dapat

instagram Facebook Page

memudahkan masyarakat mengetahui informasi yang berada pada penguasaan
PPID BPSPL Padang dan dapat diakses setiap saat. Sarana tersebut memberi

akses informasi yang dikuasai BPSPL Padang sesuai kebutuhan masyarakat.
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c 25 instagram.com/bpspl.padang/?hi=en @& aw 3 S = °
N
fratogpom. bpspl.padang -
59591 Pading
@ rome 3003 ponts 2344 felomers 205 folowen
Q search
e Sumt, R, Sumbar, K i, fom, dm Soersd
@ Explere Temukan kami di
@ wnktree/bpspl.psdang
© e @BP v om0
D Messages
“ Messoge a
' Notiieations
+ Create @ Q @
(OJoJoJoyexs
- mouTe oo D9 P ——
] s3]
BPSPL Padang
Tahun 2025
prp—
= More
& Asotion Mets SR 5 (R Prtessges  H-
o »[ T .
Gambar 4 - Platform Instagram
C % facebookcom/bpsplpadang/Zlocale=id_ID zax O & =Q

facebook [N p— = Lag Abs

© wimseprstpang.

© s

o o g 0 taen @

— - -——

Gambar 5 - Platform facebook
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23 x.com/bpsplpadang
X

(A Home

Q  Explore

d’ Notifications

At Follow

B chat

o Grok

A

-3

Bookmarks
Communities
X Premium

A
(<]

‘ Mutiara Komang Sari

Profile

More

hittps://xcom/bpsplpadang/media

¢« 5> ¢

25 youtube.com/@bpsplpadang4068/featured

3 YouTube

@ tome
8 snons

© Fuxuwun .
€ Esecmeds

® oy Ayupemaa -
Sejuta Cesita Mu.. »

Kinantibs

L @bpspipadangd06s - 459

>3 .BﬁsPLvPadangTUNTASBRO g Q
You might like
bppsdm bbrsekp
) "oiMonswctatent m
Ditjen PSDKP-KKP RI
What'’s happening
mber Daya Pesisir dan Laut Padang
@kkp goid
Preman
Tkan BPSPL Padang
yuk swipe sekejap, Saha -8 I
TEALY O &
Q) g +eme Q@

KEBIJAKAN
MUTU = erset

. e

BPSPL Padang

©

i Terjadi lagi, Raksasa Baik Hati dari Lautan
Terdampar di Pesisir Selatan

i Sumat

Gambar 7 - Platform Youtube

3. Publikasi Informasi Publik melalui laman terintegrasi Rumah Gadang BPSPL

Padang

Untuk penyampaian informasi yang utuh dan satu pintu, BPSPL Padang

memaksimalkan laman terintegrasi Rumah Gadang BPSPL Padang yang dapat
diakses di https://bit.ly/RumahGadangBPSPLPadang. Rumah Gadang BPSPL

Padang berangkat dari semangat “Rumah Besar untuk Pengguna Layanan

BPSPL Padang”. Laman ini memuat beragam informasi yang terdiri dari 9 bilik
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https://bit.ly/RumahGadangBPSPLPadang

TN

%PADAPNIE

layaknya Rumah Adat Minang dan telah terintegrasi dengan website PPID
BPSPL Padang. Laman Rumah Gadang tersebut dikembangkan sejak tahun
2023 dan terus diperbaharui untuk memperkaya informasi yang disampaikan.
Tidak hanya memuat kebutuhan pengguna layanan BPSPL Padang, Rumah

Gadang juga mengakomodir kebutuhan internal seperti informasi kinerja dan

€ > € % ppidkkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-sd-pesisir-laut-padang/pengumuman/detail/rumah-gadang-bpspl-padang/ e & D & o Q
a
-‘O PPID BALAI PENGEL SDPESISIR Profil PPID Regulasi StandarLayanan  Layanan informasi
/' (F &LAUT PADANG

Rumah Gadang BPSPL Padang

Senin, 2 September 2024 WIS

Bty

kan Rumah besarnya layanan BPSPL Padang yong memuat kebutuhen data don informasi Layanan BPSPL Padang Galam satu
lamon terintegrosi Stohkan Kk di <in

isir dan Laut (BPSPL) Padang

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

o BRSAL

Selamat Datang di Rumah Gadang BPSPL Padang, Rumah besarnya pengguna layanan BPSPL Padang.

Silahkan pilih menu sesuai kebutuhan anda.

0}
o o .
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25 sites.google.com/view/pelayanan-bpsplpadang/ 9 = 4 0

lolan Sumber: 2 dan Laut (BPSPL) Padang

Profil v  Lokas

Wb
BPSPL
PADANG
ANJUANG BPSPL PADANG BILIK LAYANAN SIPJI BILIK LAYANAN SAJI BILIK LAYANAN BILIK LAYANAN KKPRL
REKOMENDASI

Hotline

‘
SURAT LAYANAN TERPADU BILIK LAYANAN DATA DAN BILIK PENGADUAN BILIK DUKUNGAN
JENIS IKAN NON E-SAJ1 INFORMAS MASYARAKAT MANAJEMEN INTERNAL
23 sites.google.com/view/pelayanan-bpsplpadang/home/data-statistik?authuser=0 By e 3 N -

%

g

— ,

DATA&INFORMASI

NEWS

BERITA HARIAN DASHBOARD INFOGRAFIS
PELAYANAN

Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang
JI. Raya Pertanian Sei Lareh Lubuk Minturun, Koto Tangah Kota Padang
Telp/Faks: +62 0751 497052/53
email: bpspl.padang@gmail.com; bpspl.padang@kkp.go.id

ites.google.c pelayanan: t /data-statistik/e-ppid?authuser=0 B Q & 3

fasi v

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan

penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik di

Kelautan dan

Prinsip pelayanan informasi meliputi:

1. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana;

2 y: publik melalui satu pintu;

3. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

BPSPL Padang sebagal salah satu tangan Kelautan dan (KKP) di Daerah juga bertugas untuk meneruskan informasi

kepada khalayak ramai. Kebijakan penyebarluasan informasi publik ini diamanhkan kepada Pejabat Pengelolan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit
Pelaksana Teknis (UPT). Jenis informasi publik yang disebarkan meliputi:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

Hotline'

Hotline

Q

Q

Q

LAPORAN MONEYV KIP TAHUN 2025 - 17



€ 5 C % osit I i statistik/e-ppi =0 Qv O & =@ :

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TATA CARA PERMOHONAN INFORMAS! PUBLIK PEMOHON BERHAK MENGAJUKAN KEBERATAN DALAM
HAL DITEMUKANNYA ALASAN SEBAGAI BERIKUT

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PADANG

ik i
sebagaimana yang diminta;

@ Tidak dikabulkannya permintaan informas: publik;

@ Pengenaan biaya yang tidsk wajar; dan/atau

BILAINFORAAS TERSEDIA IPROSES MAKS 13 (SEPULEH) HAB DA
PERPAANGAN 7 [TLILK] SAR! KERM BILA DIPERLEKAN.

] yang
diatur dalam Undang-Undang.

LEBIH LANIUT TERKAIT PPID BPSPL PADANG
Gambar 8 — Laman Rumah Gadang BPSPL Padang

Informasi terkait laman Rumah Gadang juga telah disematkan pada linktr.ee
pada setiap profil platform pada media sosial yang BPSPL Padang Kelola.

v Goumk ¥ e & Beke & FOT0 & pesio  fm MON  [m AGEN & 04Re @ Pl G QuoT @ DMVIE O eav & 2310 [@ e Kb x4 - & x

€ 5 @ = linktr.ee/bpsplpadang?fbciid=PAZXhObgNhZWOCMTEAARYPAUTYXsgASm-PRuc3db iPIdcGqiCCONIDGEYLSDFFESXWC10bCQUA_sem wQOZoHyFZ7871IFdAX... B & £ & & @ ¢

e - ‘

@bpspl.padang

Gambar 9 — Penyematan tautan Rumah Gadang BPSPL Padang pada tautan di Media Sosial

4. Publikasi melalui Media Cetak/Digital

Selain melalui publikasi online, BPSPL Padang juga menyampaikan
informasi melalui media cetak/digital.
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Gambar 10 — Publikasi menggunakan Media Cetak/Digital

Il. 2.2. Layanan Informasi Publik melalui Permohonan

Jika publik tidak memperoleh informasi melalui Media Informasi Elektronik
dan non-elektronik BPSPL Padang, publik bisa mengajukan permohonan

informasi kepada BPSPL Padang melalui salah satu saluran di bawah ini:

1. Website PPID KKP

a. Mengisi formulir permohonan pada tautan http://ppid.kkp.go.id dengan

terlebih dahulu registrasi https://ppid.kkp.go.id/layanan-

informasi/pemohonan-informasi/.

b. Bila informasi tersedia, akan diproses maksimal 10 hari dan perpanjangan
waktu selama 7 hari kerja bila diperlukan.
c. Bila termasuk informasi dikecualikan atau informasi yang tidak dalam

penguasaan KKP akan ditolak.

LAPORAN MONEV KIP TAHUN 2025 - 19
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Informasi Berkala Informasi Setiap Saat
Informasi Publik yang wojib Informasi Publik yong wojib intormasi Publii yang waib Dikecualikan Barang/Jasa
disediokon don disediakan dan disediakan dan 2 i
diumumkon secara berkala diumumian secara Setiap diumumkan secara Serta pade  yangdisediakan sesuai
saat Merta menjomin
transparansi proses
pengadaan

Gambar 11 — Website PPID KKP

2. Formulir Permohonan Informasi BPSPL Padang
a. Mengisi formulir pada link bit.ly/45K7Umf.
Bila informasi tersedia, akan diproses maksimal 10 hari dan perpanjangan
waktu selama 7 hari kerja bila diperlukan.
c. Bila termasuk informasi dikecualikan atau informasi yang tidak dalam
penguasaan BPSPL Padang akan ditolak.

€ > € % docsgooglecom/forms/d/e/1FAIPQUSIduUQUTICIPESCYsHefwSSGY_fQOpGIBbHVEnmiqpRidseSmANewdorm B a w [n) L Q

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI
BPSPL PADANG

Tanggal Permohonan *

Nama Lengkap *

Nomar Telanan / HP *

Gambar 12 — Formulir Permintaan Informasi

3. Datang Langsung/Bersurat
a. Mengisi Form Permohonan yang disediakan Petugas Pelayanan dengan

melampirkan ldentitas/Surat Permohonan.
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b. Bila informasi tersedia, akan diproses maksimal 10 hari dan perpanjangan
waktu selama 7 hari kerja bila diperlukan.
c. Bila termasuk informasi dikecualikan atau informasi yang tidak dalam

penguasaan BPSPL Padang akan ditolak.

’SPL PADANG

PE!l. AYANAN

Gambar 13 — Layanan Informasi secara langsung

1. 2.3. Publikasi Informasi Publik

Informasi publik yang telah dipublikasikan hingga Desember 2025 secara

umum tergambar ringkas pada penjelasan berikut:

a. Informasi yang Tersedia Secara Berkala
Daftar informasi yang disediakan secara berkala telah dipublikasi pada

website/Media Sosial BPSPL Padang seperti telihat pada screenshot berikut.

&« C % ppidkkp.go.d/upt/balai-pengelolaan-sd-pesisir-laut-padang/informasi-publik/berkala/ a v 0O &L %@ ¢
PPID BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR
¥ Profil PPID Regulasi Standar L Le Infor |
@)% momurme - N —
Informasl Berkala :
Informasi Berkala

I inlormesi Tersedia Setiap Saat

B Intormasi Sena Mera A.Informasi tentang Profil Unit Organisasi

B informasi Yang Di Kecualikan

. informasi kan, domisill, alamat lengkap, 8PsPL Padang

2. Profil Pejabat BRSPL Padang
3. Tugas dan Fungsi BFSPL Padang

4. Struktur Kelembagaan BPSPL Padang

5. Visi dan Misi

6. LHKPN Pejabat BPSPL Padang Tohun 2023

7.LHKPN Pejabat BPSPL Podang Tahun 2024

. Informasi Jumiah dan Presentase Pegawal BPSPL Padang Wajib LHKASN Tohun 2023

9. Informeasi sgawal BPSPL 9 H Tahun 2024

10. 5K Patugos PPID Tahun 2025

B. Rit i tentang Prog /e i yang i Lingkup Unit

@ organisasi

I Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 5.d, 2028

Gambar 14 — Publikasi di website BPSPL Padang
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BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA
L) PADANG

PESISIR DAN LAUT (BP:

PERMEN KP NOMOR 37 TAHUN 2021

q bpspLpadang + Follow

Sudah pasti kenal nih, tapi pads tahu Tugas dan Fungsi BPSPL
Padang serts tersebar di mana ssja kantornya 7

Ini dia jawabannya, yuk swipe sekejop, SahabatBahan --> @

8a03@

Qv

@B Ui by dmgnsr and 4 others

TENTANG KAMI

Sebagai salah satu unit pelaksana teknis dibawah naungan Direktorat Jenderal Pengelolaan
Ruang Laut (DJPRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Pengelolaan Sumberdaya
Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang memiliki peran dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil (WP3K) yang menyuksesk

rencana pembangunan nasional
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang termasuk dalam prioritas nasional yaitu
lingkungan hidup, penanggulangan bencana yang dilaksanakan melalui konservasi dan
pemanfaatan lingkungan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil disertai penguasaan dan

pengelolaan resiko.

Balai Pengelolaan Sumber Daya pesisir dan Laut (BPSPL) - Padang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan yang meliputi antara lain perlindungan, pelestarian dan
pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UPT Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi :

1.Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta

pelaporan dibidang pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir,
laut, dan pulau- pulau kecil, serta ekosistemnya

2. Pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan
pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya

3. Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya
pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya

o 4.Pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetika ikan

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN IN MENYATAKAN SANGGUP
ENGGARAKAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK SESUAI STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI
SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

JANUARI 2024

T

STANDAR PELAYANAN BPSPL PADANG

Standar Pelayanan dapat diunduh pada
tautan berikut >Standar Pelayanan<

Gambar 16 — Publikasi di Laman Rumah Gadang BPSPL Padang

Informasi yang Tersedia Setiap Saat

Daftar informasi

yang tersedia setiap saat telah dipublikasi

pada

website/Media Sosial BPSPL Padang seperti telihat pada screenshot berikut.
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o id/upt/bal: ok iy laut-pad: f " tiap-saat, mqgaiﬂ.g

/' b &LAUT PADANG Profil PPID Regulasi Standar Layanan  Layanan Informasi

5 rcosfuklo Informasi Tersedia Setiap Saat

B Informasi Serta Merta A.Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

)} informasi Yang Di Kecualikan
1. Daftar Informasi Publik DJPRL Tahun 2025 Lihat
2. Daftar Informasi Publik Online Uihat
3.Informasi tentang peraturan, keputusan dan kebijakan Lihat
4.1nformasi 9 dan Uhat
5. Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga Tahun 2023 s.d. 2025 tihat
6. Informasi Surat Menyurat Pimpinan Tahun 2024 s.d. 2025 Uit
7. Persyaratan perizinan, daftar perizinan yang diterbitkan tihat
8. Data Perbendaharaan atau Inventaris Tahun 2023 5.d. 2025 Uihat
9. Agenda Kerja Pimpinan BPSPL Padang Uihat
10. Rencana Strategis dan Rencana Kerja BPSPL Padang Linat
11 Informasi PNBP BPSPL Padang Tahun 2025 Lihat
12 Informasi Mengenai Kegiatan Pelayanan informasi Publik Uhat

25 sites.google.com/vi jenis-ikan/saj =0 R O | &

Gambar 17 - Publikasi di website BPSPL Padang

BPSPL Padang

Tahun 2025
LAYANAN JENIS IKAN

Gambar 18 - Publikasi di Digital dan Media Sosial BPSPL Padang

ALUR PROSES PENERBITAN SAJl

ALUR PROSES PENERBITAN SAJI DN

(SURAT ANGKUT JENIS IKAN DALAM NEGERI)

Pemohion melakukan Petugas BPSPL Padang Bendshara penerimaan Bendahara penerimaan

pengajuan SAJI DN melalul besaran menerbitkan SPP PNBP

€SA1 atas stok yang teiah i Il Permohonan serta kuota PNBP yang dibayarkan yang berisi jumiah PNBP

et danrealisasi yang harus e
el =

pemeriksaan » kuota dibayarkan

lapangan pengambilan pemohon

Pemahon dapat BPSPL Padang Pemohon melakukan Pemohon menerima SPP
melakukan pengiriman menerbitkan SAJI DN yang Konfirmasi pembayaran PNBP dan melakukan

setelah SAJI DN diterima telah disahkan dan PNBP pembayaran

ditandatangani '
| ‘

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN + SAX DN digunakan sebagsi dokumen |shs intas jenis fkan yang dilindungi dan stau
termasuk kedalam Appendilks CITES urtuk peredaran dulem negert

3 HARI* SX01 DN harye Gz bag! plaks L permegeng P ON dan merilki ot

JOF [BPKA WaNLL Dombiayaan o157 pengambiian yang telah ditstapkan Kepala UPT PSPL

selarma hit Barang yang di ajukan datam SAJ merupaican stok gudang yang telah dnatidasi melalul
veritkasi apangan
Masa barlaku SAX DN selama 2 dua) bulan dan hany berlaku Untuk satu kad ongangkutan

+ Basaran arf PNBP diatur berdasarkan PP }o 65 tahun 2021

e RPSPI HOTLINE BPSPL PADANG

Gambar 19 - Publikasi di Laman Rumah Gadang BPSPL Padang
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Informasi yang Tersedia Secara Serta Merta

Daftar informasi yang tersedia setiap saat telah dipublikasi pada

website/Media Sosial BPSPL Padang seperti telihat pada screenshot berikut.

&« = C *;  ppid.kkp.go.d/upt/balai-pengelolaan-sd-pesisir-laut-padang/informasi-publik/serta-merta/ a n ) & = o
. ) PPID BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR . .
.! N ! 2:‘_; TP ADANG ProfilPPID - Regulasi -~ Standarlayenan Layanan informasi

Iinformasi Berkala .
g Informasi Serta Merta
@ informasi Tersedia Setiap Soat

B Informasi Serta Merta A. Informasi Bencana Alam

R informasi Yang Di Kecualikan

1. Iinformasi Kejadian Bencana Lihat
2. Informasi Gempa Bumi Realtime Lihat
3. Informasi Perkiraan Cuara Berbasis Dampak Lihat

B.Informasi Bencana Non Alam

1. Informasi jenis ikan invasif yang mengancam keberadaan ikan lokal lihat
2. Informasi daerah Wabah Penyakit Ikan Lihat
3. Jenis Penyakit yang Berpotensi Menjadi Wabah Penyakit lkan Lihat

4. Tindakan Tanggap Darurat dan Pengendalian Penyakit lkan Lihat

5. Data Kejadiaan Kemunculan Buaya di Wilayah Kerja BPSPL Padang Lihat
. Informasi tentang racun pada bahan yang di i oleh Y
1. Mengonsumsi Ikan Buntal Bisa Menyebabkan Kematian Lihat
@ D. Informasi tentang Ekspor dan Impor

Gambar 20 - Publikasi di website BPSPL Padang

(5) e 0 i e
PERIKANAN
g 08
f,.) bpspl.padang Respon Cepat Penanganan Satwa Semi-Akuatik di
Ri *

SREBNLSL Ewas 853 adang WilkrPelanbany terus mringlatian

kesiapsiagaan dalam menangani laporan kemunculan dan

p a0 st s At Kncsisnys Buaya, etk
ESPON CEPAT e
z e
PENANGANAN SATWA Septrang 2025, besbageapora b dtangan i
sm' - AKU A“K 1 penampakan buaya dekat permukiman, penyerahan satwa
H — - Deiaa, Hoigs svelires eda s beredar besar ol

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA okasi aktivitas warga. Setiap tindakan dilakukan dengan
'PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG prosedur yang memastikan keamansn masyarakat sekaligus
perlindungan dan pelestarian satwa.

Program respon cepat ini merupaken bagian dari upaya BPSPL Padang dalam Sika kamu menjumpai busye:

menangani laporan konflik dan peredaran satwa semi-akuatik yang dilindungi, Hindari mendekat jangan memberi makan, jauhi area tepi
sungai/rewe yang dicurigai menjad: habitatnya, dan segera

taporkan ke kanal resmi agar penanganan dapat dilakukan

(Berdasarkan laporan tahunan ) dengan aman sesuai SOP.

2023 o= TUNTAS 880!
1.247. - e

satwa berhasil diselomatkan.
Seboglandi antaranya

Sebagal UPT KKP, yang menangani konservasi pesisir serta satwa akuatik

dan semi-akuatik, BPSPL Padang Wilker Pekanbaru rutin berkoordinasi
dengan BKSDA Riau dan pemerintah daerah dalam merespons laporan oQw R
kemunculan satwa. Setiap tahun dilakukan upaya evakuasi, pengamanan,

hingga pelepasiiaran untuk menjaga keselamatan masyarakat sekaligus .
memastikan kelestarian satwa tetap terjaga. WO Liked by dwmgnse and 32 others

Gambar 21 - Publikasi di Digital dan Media Sosial BPSPL Padang
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RESPON CEPAT TAHUN 2025

Keterdamparan Berdasarkan Lokasi Tahun 2025

*+ Sumatra Barat
1. Penyu Hijau/ Desa Matuptuman Betumonga, Kecamatan Sipora Utara, Kepulauan Mentawai/ 2 Ekor/ Kode 1/ Dilepasliarkan (23
Januari 2025)
2. Penyu Hijau/ Pantai Green Salido Park, Kampung Balai Lame, Kenagarian Sakido, Kecamatan IV Jurai, Pesisir Selatan/ 1 Ekor/ Kode
1/ Dilepasliarkan (25 April 2025)
3. Penyu Hijau/ Pantai Green Salido Park, Kampung Balai Lamo, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Pesisir Selatan/ 1 Exor/ Kode
1/ Dilepasliarkan (29 April 2025)
4. Lumba-Lumba (Stenella longirastris)/ Pantal Muaro Anai, Kelurahan Pasir Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Padang/ 1 Ekor/ Kode
1/ Dilepasliarkan (3 Juni 2025)
5. Lumba-Lumba (Steneila longirastris)/ Sungai Batang Anai, Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman/ 1 Ekor/ Kode 1/ Dipantau
ke lokasi dan lepasliar (5 Juni 2025)
6. Lumba-Lumba (Tursiops truncatus)/ Pantai Ekowisata Amping Parak, Kecamatan Sutera, Pesisir Selatan/ 1 Ekor/ Kode 3/ Dikubur
(16 Oktober 2025)
+ Kepulauan Riau
1. Dugong/ Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Bintan/ 1 Ekor/ Kode 2/ Dipantau ke lokasi lalu dikuburkan (17 Juli 2025)
* Aceh
1. Paus (Balaenoptera omurai)/ Pantai Desa Angkeo, Kecamatan Teupah Barat, Simeulie/ 14kor/ Kode 3/ Dibiarkan terurai secara
alami (11 Maret 2025)
2. Penyu Hijau/ Pinggir Pantai Momong Lampuuk, kecamatan Lhoknga, Aceh Besar/ 1 Ekor/ Kode 1/ Diberikan perawatan (12 Juli
2025)

* Riau
1. Lumba-Lumba (Sousa chinensis)/ Sungai Rokan, Desa Kepenuhan Hulu, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Rokan Hulu/ 1 Ekor/ Kode 2/
Dikubur (15 Desember 2025)

..................... Lo lacia Takic AnAE

Gambar 22 - Publikasi di Laman Rumah Gadang BPSPL Padang

Il. 2.4. Informasi Publik melalui Permohonan

Dalam kurun waktu Januari — Desember 2025, BPSPL Padang menerima 9
(sembilan) permohonan informasi publik dan berhasil dipenuhi dengan baik.
Pada tahun 2025 permohonan informasi yang diterima BPSPL Padang. terbagi
di dua saluran media yaitu melalui website https://ppid.kkp.go.id/ yang

didelegasikan/diturunkan ke BPSPL Padang, dan manual melalui surat. Semua
permohonan dimaksud telah ditindaklanjuti. Ada satu permohonan yang ditolak
dikarenakan data tidak dalam penguasaan BPSPL Padang. Diketahui
permohonan data yang masuk ke BPSPL Padang akan dimanfaatkan untuk
kegiatan penelitian. Dalam proses tindak lanjutnya, semua permohonan tidak

melebihi batas waktu pemberian jawaban, yaitu tidak lebih dari 10 hari.

Tabel 1 - Matrik Permohonan Data Tahun 2025

. Nama Jumlah Hari .
No | Tanggal | Nomor Surat Perihal Pemohon Status Ditinjaklanjut Media
1 12 433/PPIDKKP-PI1/X/2025 Permohonan M. Firma Ditindaklanjut 1 hari Web
Maret Informasi data Viananda PPID

2025 sekunder data hasil
tangkapan ikan
terubuk (Tenualosa
macrura) yang berada
di perairan selat
Bengkalis dalam
kurun waktu 5 (lima)
tahun terakhir
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No | Tanggal | Nomor Surat Perihal Ezmghon Status Sﬁ?g}:g:ﬂ?ﬂt Media
2 | 21 Mei 673/PPIDKKP-PI/V//2025 Permohonan Putri Meylika | Ditindaklanjut 2 hari
2025 Informasi Rekapitulasi | Marbun
jumlah dan Jenis
penyu
3 | 4Juli 908/PPIDKKP- Permohonan Masayu Ditindaklanjut 2 hari
2025 PI/V11/2025 Informasi tentang Rahmia
kuda laut di wilayah Anwar Putri
kerja BPSPL Padang
4 22 Juli 967/PPIDKKP- Permohonan Aziz Ditolak, salah 1 hari
2025 PI/VII/2025 Informasi pengecekan | taufiqqur tujuan unit
aktifasi dan anggota rohman kerja
KUB Nelayan
Sembilang Jaya, Kec.
Lalan, Kab. Musi
Banyuasin
5 | 30 Juli 1001/PPIDKKP- Permohonan Sumiharjon Ditindaklanjut 8 hari
2025 PI/VII/2025 Informasi Data simbolon
peredaran hiu ke DKI
Jakarta baik
rekomendasi dan
SAJI DN
6 | 30 B/168/RES.5/1/2025/ Permintaan Titik Direktur Ditindaklanjut 1 hari Surat
Januari Ditreskrimsus Koordinat dan Data Reserse /Portal
2025 Kepemilikan Perizinan | Kriminal
Persetujuan Polda
Kesesuain Kegiatan Kepulauan
Pemanfaatan Ruang Riau
Laut (KKPRL) di
Provinsi Kepulauan
Riau
7 |13 B/629/RES.5/1/2025/ Permintaan Data Direktur Ditindaklanjut 2 hari
Maret Ditreskrimsus Ekspor Ikan Napoleon | Reserse
2025 dan Perizinan yang Kriminal
dimiliki serta Ukuran Polda
lkan Napoleon di Kepulauan
Provinsi Kepulauan Riau
Riau
8 | 6 Mei B-52/4050/SS.330/2025 Permintaan Data Kepala Ditindaklanjut 1 hari
2025 Kegiatan Survei Badan Pusat
Lingkungan Terhadap | Statistik
Bisnis (LTB) Tahun Kabupaten
2025 Siak
9 | 27 Mei 5368/UN53.2.1.UN53.2.2/ | Permintaan Data Wakil Dekan | Ditindaklanjut 3 Hari
2025 AK.00.07/2025 Pelaku Usaha FISIP
Napoleon UMRAH

Il. 3. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

a. Eksternal

Pada periode tahun berjalan, tidak ditemui adanya kendala dalam
pelaksanaan pelayanan informasi publik dari luar Kementerian Kelautan dan
Perikanan.

b. Internal

Ditemui adanya permohonan informasi melalui laman https://ppid.kkp.go.id/

yang tidak didelegasikan ke level UPT/BPSPL Padang walau penguasaan

informasi ada di BPSPL Padang. Berkaitan dengan hal tersebut telah
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disampaikan dalam diskusi Tim PPID KKP yang dilaksanakan melaui zoom
meeting. Menindaklanjuti kondisi tersebut, BPSPL Padang telah
mengarahkan pemohon untuk mengajukan permohonan secara tertulis

melalui surat yang ditujukan langsung kepada Kepala BPSPL Padang.

Selain itu, pada bulan Maret tahun 2025, terdapat perubahan Pejabat
Pengelola Data dan Informasi BPSPL Padang. Maka dari itu, pada Triwulan
Il tahun 2025 dilakukan penyesuaian pejabat pada struktur kelembagaan

sebagai berikut:

OF o STRUKTUR PPID
BPSPL PADANG

NOORDENATOR BIDANG CATR DAN
INFORMASY

PENGH NS RV FE Nl PETUGAS BIDAN DATA OAN INFORMAST YRR PETUSAS MONTTOSING D4 EVALLAS
. INGAN MANAJEMEN YANAN INFORMAS! PUBLI
i DUKUNGAN MANAJEME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

|

|

| /
Sarif Hidayat, . Legita Malka Ramali, $.7 Mutiara Komang Sarl, .7

| (0751) 497052 Hadi Prayltno, S.Kel MLL (0751) 497052 (0751) 497052

|

|

(0751) 407052
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Dr. Rahmat Irfansyah, M.SI
PPID BPSPL Padang

Fahrur Rozl, SH
Sekretaris PPID

KDORDINATOR EIDANG DWTA DAN
NFORMASI
3 | £
< " %
Tasha lary, S.Kel
Torsty russ

|

|

|

|

|

|

|

I |
= |
|

|

|

|

|

|

|

|

PETUBAS BIDARD PENYLISUNAN DIP

Zfﬂ"f;iﬁiﬁ’f:f},ﬂfﬂgg{f‘"‘ SO PETUGAS BIDANG DATA DAN INFORMAS) PETUSAS MONTTORING DA EVALIMS
e SR
ity DUKUNGAN MANAJEMEN PELAYARUAN INFORAASI PIELIX

|

|

| 8

Sarif Hidayat. S.8i Legits Maika Ramali, 5.7 Mutiars Komang Sari, S.T
| {0751 437052 Hadi nrvn,yg;o. S.Kel MLL {0751) 497052 (0751) 487052

| s

|

Gambar 23 — Perubahan Kelembagaan PPID BPSPL Padang

Il. 4. Penyelesaian Sengketa

Sampai saat ini belum ada sengketa pelayanan informasi publik, sehingga
proses penyelesaian sengketa belum ada hingga bulan Desember 2025. Sejauh
ini, belum terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa pelayanan informasi
publik, sehingga secara umum pelayanan informasi publik BPSPL Padang tahun
2025 cukup baik.

Il. 5. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya

Pada Laporan Monitoring dan Evaluasi KIP tahun 2024 terdapat dua saran

yang perlu ditindaklanjuti yaitu:

1. perlu dilakukan pembaharuan (update) terhadap Daftar Informasi Publik

pasca kebijakan publikasi website KKP yang terpusat.
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Pada rekomendasi pertama telah ditindaklanjuti dengan pembaruan terhadap
Website PPID BPSPL Padang vyang terbaru pada laman
https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-sd-pesisir-laut-padang/ melalui

unggahan berita, gallery, regulasi, kelembagaan dan informasi lainnya.

€ 5 G % ppdkkpgoid/mthalai-pengeiolasn sd pesisic taut padang/ a#w O &L W@

(s PP A PO D T ProfapeiD i~ Standaria) . informasi
(O, gramnie 2 Roguiasi yanan  Layanan informasi

Galeri Informasi Terkini

Perkuat Panataan Ruang Laut Berbasis

Karbon Biry, BPSPL Padang Damping!
Kunjungan Kerja di Bintan

apaian Riversa Capatar. Rirersk 2450p 2028

BPSPL Padang BPSPL Padang Terus Tingkatkan Kualitas Pelayanan
Tahun 2024 Tahun 2 Publik, BPSPL Padang laksanakan Forum
anm (snci o ot ot

€« C % ppidkkpgokiupi/bsk

® 7 PPIOBALAIPINGELOLAAN SO P
L &1aut Padanc

6 TAHUN 2008

& Kopn 71 Tahun 2024 Tantang. Tahun 2024

Gambar 24 — Unggahan pada Website PPID BPSPL Padang

2. Permohonan Data dan Informasi agar melalui Petugas Pelayanan Informasi
Publik yang telah ditunjuk sehingga tidak lagi ditemui permohonan yang tidak
tercatat.

Rekomendasi kedua telah ditindaklanjuti dengan delegasi penugasan untuk
permohonan layanan informasi yang diturunkan kepada Petugas Pelayanan
Informasi  Publik yang tercantum dalam Surat Tugas Nomor
B.242/BPSPL.1/KP.440/1/2025 sehingga tidak lagi ditemui adanya

permohonan informasi yang tidak tercatat.
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Lampiran Surat Tugas
Nomor : B.242/BPSPL.1/KP.440/1/2025
Tanggal : 31 Januari 2025

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PADANG

. Waktu
No Nama NIP/Golongan Jabatan Tujuan Pelaksanaan Keterangan
Fajar Kurniawan, 197608042003121003/ Kepala BPSPL Pejabat Pengelola 1 Januari s.d.
1. S.T.,MAP., MMG. Vb Padang Informasi dan 31 Desember
Dokumentasi 2025
2. Fahrur Rozi, SH. 198001192010121001/ Kepala Subbagian Sekretaris Pejabat
lid Umum BPSPL Padang = Pengelola Informasi dan
Dokumentasi BPSPL
Padang
3. Tasha lary, S.Kel. 1 19022006/  Analis F Bidang Data
Il Jasa Kelautan Ahli dan Informasi
Pertama BPSPL
Padang Gerai
4.  Melody Virginia, 199407142019022005/  Pengelola Ekosistem = Petugas Penyusun Daftar
SKel. 1 Laut dan Pesisir Ahli Informasi Publik BPSPL
Pertama BPSPL Padang
Padang
5. | Intan Nurzahra 199712062020122002/ = Pengelola Ekosistem = Petugas Bidang Data dan
Kaswanto, S.Pi. Iib Laut dan Pesisir Ahli Informasi Perlindungan
Pertama BPSPL dan Pelestarian BPSPL
Padang Padang

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan olch BSTE. BSSN

4
. Waktu
No Nama NIP/Golongan Jabatan Tujuan Pelaksanaan Keterangan
6. Legita Maika 198605292009122003/ = Analis Sumber Daya = Petugas Bidang Data dan
Ramalia, S.T. Iib Manusia Aparatur Informasi Dukungan
BPSPL Padang Manajemen BPSPL
Padang
7. Sarif Hidayat, S.Si. | 199009252019021004/ Penata Perizinan Petugas Bidang Data dan
Ilib BPSPL Padang Informasi Pelayanan
Pemanfaatan Ruang Laut
BPSPL Padang
8.  Mutiara Komang 199208262018012001/ Penata Perizinan Petugas Monitoring dan
Sari, S.T. Iib BPSPL Padang Evaluasi Pelayanan
Informasi Publik BPSPL
Padana
G % potalaskkpgoid Qax v OO
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Gambar 25 — Pendelegasian tugas untuk permohonan data

Berdasarkan penjelasan di atas, maka saran atau rekomendasi dari Laporan

Moitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 telah berhasil

ditindaklanjuti.
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BAB III. PENUTUP

lll. 1. Kesimpulan

Secara umum pelaksanaan keterbukaan dan pelayanan informasi publik di
BPSPL Padang sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan publikasi atau
penyampaian informasi-informasi secara rutin dan berkala yang dilakukan
BPSPL Padang pada website/laman maupun media sosial serta hasil verifikasi
SAQ monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik lingkup KKP Tahun
2025 dengan nilai 100.

Nilai Verifikasi
Nilai Verifikasi

Direktorat Jenderal Penati v Semua Kualifikasi

No NILAI
~ PPID PELAKSANA KUALIFIKASI VERIFIKASI

| T— [i00.0]
2 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT m
3 BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT PADANG m

Gambar 26 — Hasil Penilaian Pelaksanaan KIP

Meskipun demikian, untuk tetap menjamin pelaksanaan pelayanan informasi
publik lebih cepat, efisien, dan efektif, BPSPL Padang terus melakukan
pembaharuan beberapa informasi yang tersedia pada laman website/media

social BPSPL Padang secara berkala.

Ill. 2. Rekomendasi

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pelayanan informasi publik lebih
cepat, efisien, dan efektif, perlu dilakukan pembaharuan (update) terhadap
beberapa informasi publik di Website PPID BPSPL Padang. Pada 31 Desember
2025 telah terbit Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun
2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis bidang Penataan
Ruang Laut di mana BPSPL Padang berganti nama menjadi Balai Penataan
Ruang Laut Padang dengan tugas dan fungsi ikut mengalami perubahan. Maka
dari itu, pada tahun 2026, agar dilakukan pembaharuan informasi seperti
kelembagaan, tugas dan fungsi yang dijalankan, standar pelayanan, maklumat
pelayanan dan lainnya yang terdampak perubahan.
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